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ABSTRAK

Ade Weri Putra, 2009/12950: Implementasi Peraturan Walikota
Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh (Jamkesko).

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Jamkesko diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Jamkesko yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara
menyeluruh kepada seluruh masyarakat Kota Payakumbuh. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor 17 Tahun 2012 ini, lalu mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui
dalam pelaksanaannya, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam
mengatasi kendala yang ditemui tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,
studi dokumentasi dan observasi. Kemudian uji keabsahan data dilakukan dengan
teknik triangulasi sumber. Selanjutnya data dianalisis dengan cara reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukan implementasi Perwako Payakumbuh
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jamkesko sudah berjalan cukup baik. Namun
masih ditemui beberapa kendala seperti masalah komunikasi dan sosialisasi yang
belum merata sehingga masih terjadi kesalahpahaman antara masyarakat peserta
Jamkesko dengan pemberi layanan kesehatan dan masih banyak masyarakat yang
belum tahu mengenai program ini. Selain itu masih terdapat keterbatasan dalam
hal sumber daya terutama pada SDM pengelola Jamkesko serta jumlah dokter
yang masih minim. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui
tersebut adalah seperti meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada
masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, contohnya dengan membuka fasilitas
SMS Center di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan seluruh Puskesmas serta
mengadakan siaran interaktif di salah satu radio swasta. Kemudian meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya yang ada, contohnya penambahan staf,
pelatihan petugas kesehatan, peningkatan fasilitas dan lain sebagainya.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam aspek kehidupan masyarakat

seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan dan tak terkecuali

bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari

proses pembangunan  nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya. Demi mewujudkan derajat kesehatan yang

optimal bagi masyarakat tersebut, maka perlu diselenggarakan berbagai upaya

kesehatan salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar yang menjadi

tanggung jawab pemerintah idealnya menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan

pembangunan negara yang baik secara kualitas dan kuantitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28H

ayat 1 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hal ini juga dipertegas lagi dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian

direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dimana pada

pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam

merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi
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penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Dengan demikian, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur

penciptaan kesejahteraan umum serta pemerintah bertanggung jawab

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan yang merata dan

terjangkau bagi seluruh warga negara.

Atas dasar itulah perlu ada tindakan nyata dari pemerintah dalam

menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi hak masyarakat dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan merumuskan suatu kebijakan.

Anderson dalam Solichin (1991: 12) memberikan pengertian kebijakan sebagai

perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan. Sementara itu Edward III dan

Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan

dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pengertian serupa juga

dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Solichin (1991: 13) bahwa kebijakan

merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak

dilakukan.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat miskin

atau dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu dimana semua atau sebagian

biayanya dibebankan kepada pemerintah melalui program-program seperti
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Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan terakhir melalui program

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berlaku secara nasional.

Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) adalah

program yang bertujuan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dasar

bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang dilaksanakan pemerintah sejak

tahun 2005 dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah bekerjasama dengan PT.

Asuransi Kesehatan dalam penyelenggaraannya seperti pengelolaan kepesertaan,

verifikasi pembiayaan klaim pembayaran dan lain sebagainya. Setelah dilakukan

evaluasi oleh pemerintah dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan

transparansi, sejak tahun 2008 program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin

(Askeskin) digantikan dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas). Pemerintah mengurangi peranan PT. Asuransi Kesehatan sebatas

hanya menjadi pengelola kepesertaan saja seperti dalam hal mengeluarkan kartu

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Untuk fungsi pembayaran

pemerintah membentuk tim independen yang terpisah dari PT. Asuransi

Kesehatan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kekurangan dalam

pengimplementasian program tersebut, salah satunya adalah dalam menentukan

mana masyarakat miskin yang pantas dan tidak pantas mengikuti program

tersebut. Teknisnya, pemerintah daerah menyusun daftar masyarakat yang pantas

mengikuti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ini berdasarkan

data yang didapat dari Biro Pusat Statistik (BPS). Namun data yang diperoleh
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kemudian dijadikan acuan penentuan peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat ini

sering terdapat error (kesalahan). Akibatnya banyak masyarakat yang semestinya

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar melalui program Jamkesmas ini

namun urung mendapatkannya karena tidak terdaftar dalam program Jamkesmas,

sebaliknya ada masyarakat yang sebenarnya bukan merupakan sasaran dari

program Jaminan Kesehatan Masyarakat ini malah terdaftar dan menikmati

layanan dari program Jamkesmas. Hal ini selalu menjadi masalah klasik terhadap

pelaksanaan program-program pemerintah yang berlaku dalam skala nasional

tidak hanya di bidang kesehatan saja tapi juga di bidang-bidang lainnya.

Melihat fenomena tersebut maka sangat diperlukan kebijakan pendukung

dari pemerintah daerah demi menyempurnakan program-program pelayanan

kesehatan dasar yang telah dilakukan pemerintah pusat. Sesuai dengan semangat

otonomi daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan ruang yang cukup

besar untuk mengatur pelayanan publiknya termasuk dalam pelayanan kesehatan.

Menurut Mubyarto dalam Ratminto (2006: 189) Otonomi daerah adalah

penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga

diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat (lebih lancar, lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah). Selanjutnya

Ratminto (2006:189) menyatakan bahwa otonomi daerah akan memperbesar

kewenangan dan keleluasaan daerah, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota

dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan

kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat.
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Atas dasar itulah sejak tahun 2006 Pemerintah Kota Payakumbuh telah

berupaya meluncurkan program jaminan kesehatan yang akan menjamin

pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh masyarakat kota Payakumbuh

dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pelayanan Kesehatan Dasar yang Dijamin Pemerintah Kota Payakumbuh.

Dari tahun ke tahun program yang dinamakan Jaminan Kesehatan Kota

(Jamkesko) ini terus berevolusi untuk melakukan upgrade dan penyempurnaan

standar mutu pelayanan. Semula Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan

jaminan pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),

kemudian ditingkatkan dengan pemberian fasilitas rujukan ke Rumah Sakit

Umum Daerah Adnan WD Kota Payakumbuh dan terakhir sejak tahun 2012

fasilitas rujukan ditingkatkan hingga Rumah Sakit Umum Daerah tipe B Ahmad

Mukhtar Kota Bukittinggi serta rujukan ke Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang.

Dengan adanya perbaikan dan peningkatan layanan pada program Jamkesko ini

maka diperlukan adanya dasar hukum yang baru sehingga pada tahun 2012,

Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 17

Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah

Kota Payakumbuh (Jamkesko) sebagai pedoman pelaksanaannya serta secara

otomatis menggantikan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2006.

Program Jamkesko bisa dikatakan telah menjadi pelengkap dari program

Jaminan Kesehatan lainnya yang berlaku secara nasional baik dulunya Asuransi

Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) atau sekarang Jaminan Kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Pada pasal 4
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Peraturan Walikota Payakumbuh No. 17 Tahun 2012 tentang Jamkesko

dinyatakan bahwa sasaran dari pelayanan kesehatan dasar dijamin Pemerintah

Kota Payakumbuh adalah seluruh masyarakat Kota Payakumbuh yang tidak

mempunyai jaminan kesehatan. Jadi bagi masyarakat Kota Payakumbuh yang

tidak terdaftar dalam program Jamkesmas ataupun Jampersal tetap dijamin

pelayanan kesehatan dasarnya serta rujukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Program Jamkesko secara umum bertujuan menyediakan pelayanan

kesehatan dasar yang dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota Payakumbuh

dalam rangka mewujudkan dan mendukung percepatan universal coverage (Pasal

2 ayat 2 Perwako Payakumbuh No. 17 Tahun 2012). Sedikit berbeda dengan

Jamkesmas, program Jamkesko tidak hanya diberikan terbatas kepada masyarakat

miskin saja tapi seluruh warga Kota Payakumbuh yang tidak terdaftar atau tidak

memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya. Dari kutipan di website Koperasi

Perindustian dan Perdagangan Kota Payakumbuh yang diakses pada tanggal 5

November 2012, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, dr. Hj. Merry

Yuliesday, MARS, mengatakan, “kegiatan Jamkesko (Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kota Payakumbuh), yang dilakukan sejak medio 2006, cukup

membantu masyarakat Payakumbuh. Jamkesko, bukan buat warga yang kurang

mampu saja, tapi tak terbatas, termasuk kalangan keluarga mampu”. Untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui program Jamkesko

tidak dibutuhkan kartu peserta karena program ini hanya mensyaratkan bukti

identitas Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga khusus warga Kota

Payakumbuh.
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Program Jamkesko oleh Pemerintah Kota Payakumbuh ini dijalankan

dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan dilaksanakan secara

berjenjang mulai dari pelayanan dasar di Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel),

Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

hingga pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Adnan WD Kota

Payakumbuh kemudian rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Mukhtar

Kota Bukittinggi. Pembiayaan Jaminan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

dalam program Jamkesko ini dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.

Namun dari observasi yang penulis lakukan, masih banyak warga Kota

Payakumbuh yang belum mengetahui mengenai adanya fasilitas layanan

kesehatan dasar dan rujukan ini. Tomi, salah seorang warga Kelurahan Daya

Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat memilih berobat ke tukang urut setelah

mengalami patah kaki akibat kecelakaan jalan raya. “Lebih baik ke tukang urut

saja dulu, kalau dibawa ke Puskesmas nanti pasti dirujuk ke Rumah Sakit, mana

ada biaya kami untuk membayarnya, kami juga tidak punya kartu Askes”, keluh

keluarganya saat ditanya kenapa tidak dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit.

Akibat belum tersosialisasi secara merata mengenai program Jamkesko,

rata-rata warga Kota Payakumbuh yang tidak terdaftar program Jamkesmas atau

jaminan kesehatan lainnya malas untuk berobat ke Puskesmas dan Rumah Sakit

Umum akibat takut terbentur masalah pembiayaan, padahal dengan program

pelayanan kesehatan tanpa bayar (gratis) ini diharapkan dapat meningkatkan

derajat kesehatan warga Kota Payakumbuh dengan pemberian jaminan pelayanan
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kesehatan oleh pihak Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini membuat dana yang

telah dianggarkan dalam APBD tidak terserap secara maksimal. Dalam data yang

diperoleh dari website resmi Pemerintah Kota Payakumbuh, tercatat pada tahun

anggaran 2012, dari alokasi 3,780 milyar rupiah dana Jamkesko baru terserap 3.3

milyar saja.

Pada kesempatan lainnya, dalam observasi yang penulis lakukan juga

ditemukan mekanisme pelayanan yang kurang jelas dalam pelaksanaan Jamkesko

ini. Warga Kelurahan Daya Bangun lainnya bernama Randi yang mengalami

kecelakaan lalu lintas pada bulan November 2012 lalu, dibawa ke Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Adnan WD Kota Payakumbuh. Pihak

keluarga pasien menyebutkan bahwa mereka memang diberikan fasilitas layanan

Jamkesko dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Kota Payakumbuh,

namun pihak petugas Rumah Sakit juga meminta fotocopy Kartu Tanda Penduduk

dan Kartu Keluarga yang tidak sempat disiapkan keluarga pasien karena

keterbatasan waktu akibat malam yang sudah larut, sedangkan saat itu pasien

harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Mukhtar Kota

Bukittinggi untuk penanganan lebih lanjut. Akhirnya pihak keluarga dimintai

uang jaminan sebesar lima puluh ribu rupiah di setiap unit layanan yang dapat

diambil kembali dalam waktu maksimal dua hari dengan membawa berkas yang

diminta yakni fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Saat penulis

mengkonfirmasi pernyataan dari keluarga pasien tersebut kepada petugas Rumah

Sakit, permintaan uang jaminan itu memang sudah prosedur dan persyaratan

adminstrasi untuk mendapatkan layanan Jamkesko tersebut.
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Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang

Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dr. Hj. Yanti, MPH,

yang merangkap sebagai Sekretaris Unit Pengelola Jamkesko, terungkap bahwa

memang masih terdapat masalah mengenai informasi serta mekanisme Jamkesko

yang belum tersosialisasi dengan baik kepada para staf operasional yang langsung

berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga beberapa

kali terjadi miss komunikasi dengan masyarakat. Kemudian sistem layanan juga

belum berjalan maksimal karena jumlah staf pengelola yang kurang memadai,

tidak adanya unit tersendiri dan masih melekat pada tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan Kota Payakumbuh. Akibatnya, Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

harus membagi konsentrasinya dalam mengelola Jamkesko dan mengurusi

masalah di bidang kesehatan lainnya.

Hal-hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan

pengkajian lebih mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi

dan sumber daya dalam “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA

PAYAKUMBUH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG JAMINAN

PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH KOTA

PAYAKUMBUH (JAMKESKO)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah

dalam implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012
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tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh (Jamkesko) yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai program Jamkesko melalui Perwako Nomor 17 Tahun

2012 belum terlaksana dengan baik dan menjangkau masyarakat secara

keseluruhan.

2. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk berobat ke

Puskesmas atau Rumah Sakit Umum demi menjaga kualitas kesehatan warga

kota Payakumbuh.

3. Mekanisme pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam program Jamkesko

belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat.

4. Jumlah staf pengelola Jamkesko belum memadai dan masih dirangkap

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 belum sepenuhnya

berjalan dengan baik dalam upaya pemberian layanan kesehatan dasar demi

peningkatan derajat kesehatan warga kota Payakumbuh.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan agar tidak melebar dan meluas sehingga

penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, penulis

membatasi penelitian ini yaitu mengenai implementasi Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh (Jamkesko).
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D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17

Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh

Pemerintah Kota Payakumbuh (Jamkesko)?

2. Apa saja kendala yang ditemui dalam implementasi Peraturan Walikota

Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh (Jamkesko)?

3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam

implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012

tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh (Jamkesko)?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian dilaksanakan atas dasar tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17

Tahun 2012 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh

Pemerintah Kota Payakumbuh (Jamkesko).

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam implementasi

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jaminan

Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah Kota Payakumbuh

(Jamkesko).

3. Mendeskripsikan upaya dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam

implementasi Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2012
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tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat oleh Pemerintah Kota

Payakumbuh (Jamkesko).

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan atau

dimanfaatkan untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang berhubungan dengan

bidang kajian kebijakan publik.

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dan pengetahuan tambahan yang sifatnya praktis kepada mahasiswa

Ilmu Administrasi Negara tentang pengaruh kebijakan dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

yang berharga pada Pemerintah Kota Payakumbuh terutama instansi terkait

yakni Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai bahan pertimbangan untuk

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa yang akan

datang.
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